BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN

Menimbang :

Mengingat

PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

. bahwa dalam rangka optimalisasi penerbitan dan

penandatanganan perizinan berupa dan nonperizinan
yang menjadi kewenangan Bupati perlu dilakukan
pendelegasian kewenangan penerbitan dan
penandatanganan perizinan;

.bahwa untuk memberikan pelayanan perizinan yang

cepat, efisien dan terpadu diperlukan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala
selaku Perangkat Daerah yang membidangi urusan
perizinan dan penanaman modal sekaligus sebagai
penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di
Kabupaten Donggala;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati
mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada
kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan
Perizinan Berusaha dan NonPerizinan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN, PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan
pertanggung jawaban perizinan dan non perizinan, termasuk
penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disebut penyelenggaraan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai
wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar
usaha.yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan
publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan
janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya
kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single
Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem
elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga
OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha
berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya
atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
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Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat
KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur lembaga pemerintah
nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Tim Teknis adalah kelompok kerja terdiri dari perwakilan unsur
Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi
dibidangnya dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang
dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya
suatu permohonan perizinan dan non perizinan yang memerlukan
pertimbangan teknis yang berasal dari unsur Perangkat daerah yang
ditetapkan oleh Bupati.

Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Donggala.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya
disebut DPM-PTSP adalah Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Donggala
yang mempunyai kewenangan dibidang Perizinan dan Non perizinan
berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Bupati adalah Bupati Donggala.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selanjutnya disebut Kepala Dinas PM-PTSP adalah Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Donggala.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Bupati berdasarkan Peraturan Bupati ini, mendelegasikan kewenangan
kepada Kepala DPM-PTSP untuk menerbitkan dan menandatangani
Perizinan berusaha dan Non Perizinan.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas
tugas pembantuan.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan secara Sistem OSS kecuali ditentukan lain

menurut Peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan secara

Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak waktu

yang ditentukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Bentuk penandatanganan dan jenis Perizinan dan Non Perizinan yang
ditentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 3

Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. melakukan poses pelayanan administrasi;

b. menandatangi dokumen;dan

c. menerbitkan dokumen jenis Perizinan dan Non Perizinan.

Jenis Perizinan dan Non Perizinan kewenangan Pemerintah Pusat yang
telah memperoleh pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dokumen jenis Perizinan dan Non Perizinan kewenangan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 DPM- PTSP :

a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat,
transparan dan bermutu;

b. menerapkan mekanisme perizinan mulai dari permohonan sampai
dengan penyerahan perizinan kepada pemohon sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan Non Perizinan setiap
bulan kepada Bupati.

DPM-PTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada:

a. standar pelayanan publik; dan

b. standar operasional prosedur.

Ketentuan mengenai standar pelayanan publik dan standar operasional

prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan kewenangan DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur
Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan
sesuai dengan bidangnya.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan
untuk memberikan saran pertimbangan teknis dalam rangka
memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu
permohonan Perizinan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 6

(1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
didasarkan pada hasil kajian normatif dan atau/atau pemeriksaan
disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

(2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan
risalah pertimbangan teknis.

Pasal 7

Perizinan Berusaha yang diselenggarakan di Daerah terdiri dari sektor:
kelautan dan perikanan;

pertanian;

lingkungan hidup dan kehutanan;

energi dan sumber daya mineral;
perindustrian;

perdagangan,;

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
transportasi;

kesehatan, obat dan makanan;
pariwisata;

ketenagakerjaan; dan

sektor koperasi.
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Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan oleh DPMPTSP
diselenggarakan secara Sistem OSS.

BAB IV
PUNGUTAN RETRIBUSI, PENERBITAN DAN
PENCABUTAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pungutan Retribusi Perizinan

Pasal 9

Besaran pungutan Retribusi dari setiap jenis Perizinan sesuai dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1) Pembayaran Retribusi disetorkan oleh pemohon Perizinan ke rekening kas
Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(2) Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada DPMPTSP.



Pasal 11

Dalam hal pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan telah dilimpahkan
sepenuhnya kepada DPMPTSP, target Retribusi Perizinan menjadi target
penerimaan Perangkat Daerah teknis.

Bagian Kedua
Penerbitan dan Pencabutan Perizinan

Pasal 12

DPMPTSP menerbitkan dan mencabut Perizinan dan Non Perizinan setelah
mendapat pertimbangan teknis dari Tim Teknis/Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi
salah satu pertimbangan penerbitan Perizinan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 14

(1) Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah kepada Gubernur.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
a. jumlah Perizinan yang diterbitkan;
b. rencana dan realisasi investasi; dan
c. kendala dan solusi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala
setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanan teknis Perizinan dan
Non Perizinan yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan Perangkat
Daerah sesuai dengan bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan.

(2) Pembinaan dan Pengawasan secara administrasi di DPMPTSP dilakukan
oleh Kepala DPMPTSP.

(3) Setiap Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui DPMPTSP sesuai
dengan kewenangannya.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya Perizinan dan Non Perizinan tersebut, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Donggala
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Dan
Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Donggala
(Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2018 Nomor 587), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI DONGGALA,

KASMAN LASSA



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 28 Agustus 2023
BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 28 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 801

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHI, SH., MH

NIP. 19771122 201001 1 003



